WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa urusan kearsipan diselenggarakan sebagai upaya mendukung
pelaksanaan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam
menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta dalam rangka menyelamatkan keberadaan
arsip daerah sebagai memori kolektif daerah yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari memori kolektif bangsa;

b. bahwa keberadaan arsip daerah sebagai rekaman informasi dan
bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Kota Pangkalpinang semakin memiliki
nilai dan arti penting dalam berbagai aspek kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, dengan dijadikannya arsip
daerah sebagai alat bukti akuntabilitas kinerja, bahan perumusan
kebijakan dan/atau pengambilan keputusan maupun sebagai bahan

bukti pemeriksaan / penyelesaian suatu permasalahan;

c. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip daerah yang autentik,

utuh dan terpercaya yang dapat menjamin perlindungan kepentingan
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pemerintah maupun hak-hak keperdataan masyarakat maka
penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota Pangkalpinang harus
dikelola secara komprehensif, dinamis, terpadu, dan berkelanjutan
sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota
Pangkalpinang, yang mengacu pada Undang — Undang Nomor 7
Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan sudah

tidak sesuai lagi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b,huruf ¢, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Kearsipan di
Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat
| Sumatera Selatan Sebagai Undang -Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
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10.

11.

12.

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3674);

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999

tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3912);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999
tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan ke dalam
Mikro Film atau Media Lainnya dengan Legalisasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999

tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007

tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012
tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri
Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran
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Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D
Nomor 01);

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2010 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOTA PANGKALPINANG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota

Pangkalpinang.

Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan
otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan arsip.

Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga
kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak

pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.
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